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ABSTRAK

Analisis Diskriminan (Diseriminant Analvsis) merupakan analisis vang
digunakan untuk menentukan variabel penciri yang membedakan kelompok. Pada
penelitian ini, analisis diskriminan digunakan untuk mengetahui varishel penciri
vang membedakan realisasi pencrimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara
desa pedesaan (rural) dengan desa perkotaan (wrbam) di 38 kabupaten se-
Sumatera dan mengelompokkan desa, Dari hasil analisis diperoleh variabel
pendapatan asli desa yang berperan sebagai variabel penciri vang membedakan
realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan
(rreval} dengan desa perkotaan (wrban) di 38 kabupaten se-Sumatera. Suatu desa
dapal dikelompokkan menjadi desa pedesaan (r1eral) jika pendapatan asli desanva
lebih besar dari Rp 208.509.944 dan desa perkotuan (o) Jika pendapatan ashi
desanya lebih keeil atau sama dengan Rp 208,509,944,

Kata kunci @ Awnalisis diskeiminan, variche! penciel, realisasi penerimaan dan
pengeluaran Pemerimal Desa




BAB 1

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka upava mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1943, perlu adanya usaha-usaha ke arah
peningkatan  dalam  melaksanakan pembangunan  dan  memantapkan
penyelenggaraan pemerintah, mulai dari pemerintah tingkat pusat sampai ke
pemerintah terendah yaitu desaskelurahan [3], Desa merupakan salah satu basis
dan sumber kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Pemerintah Desa adalah penvelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari kepala
desa dan perangkat desa, Penyelenggaraan Pemerintah Desa  diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang  Pemerintahan Desa. Yang
dimaksud dengan desa  dalam undang-undang ini  adalah  desa (desa
pedesaan/rural) dan kelurahan (desa perkotaan/urban)., sehingga dengan demikian
yang dimaksud Pemerintahan Desa  adalah kegiatan  dalam  rangka
penyelenggaraan pemerintah vang dilaksanakan oleh pemerintah desa (desa
pedesaan/rural) dan pemerintah Kelurahan (desa perkotaan/urban).

Berdasarkan jenis mata pencahariannyva, desa pedesaan {(rural) adalah desa
yang mayoritas masyarakatnya  beraktivitas sebagai petani, sedangkan desa
perkotaan (urban) adalah desa yang perkembangannya mengarah seperti kota
tetapi masih ada pengaruh kehidupan agraris dan aktivitas masvarakatnya lehih
beragam dibanding desa pedesaan (rural) [14]. Sejak diberlakukannya otonomi

dacrah. istilah desa dapat discbut dengan nama lain vang sesuai dengan

karakteristik adat istiadat dacrah setempat, misalnya di Sumatera Barat disebut




dengan istilah nagari, sedangkan di Papua, Kutai Barat dan Kalimantan Timur
disebut dengan istilah kampung.| 2]

Untuk menyukseskan pembangunan di segala bidang dan guna mencapai
cita-cita nasional schingga terwujud masvarakat vang adil dan makmur, maka
diperlukan usaha untuk memperkuat kedudukan Pemerintah Desa agar tidak
hanva menggerakkan masyarakat untuk berpartisipast dalam pembangunan, letapi
juga mampu menyelenggarakan administrasi desa yvang makin luas dan kompleks,
serta dapat menyelengearakan rumah tangganya sendini dengan baik dan tertih.
Dengan adanya pengklasifikasian desa menjadi desa pedesaan (reral) dan desa
perkotaan (wrban), maka perlu diketahui perbedaan realisasi penerimaan dan
pengeluaran Pemerintah Desa antara kedua desa, agar Pemerintah Dacrah dapat
melakukan kebijakan keuangan vang tepat. Untuk mengetahui perbedaan realisasi
penerimaan dan pengeluaran tersebut, maka dilakukan Analisis Diskriminan.

Analisis  diskriminan  digunakan untuk  mengetahui  variabel-variabel
penciri vang membedakan kelompok dalam svatu populasi. Analisis diskriminan
dilakukan berdasarkan perhitungan statistik terhadap kelompok vang terlebih
dahiulu sudah diketahui terklasifikast seeara jelas.

Pada penelitian ini. analisis diskriminan digunakan untuk menentukan
perbedaan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa
pedesaan {(rural) dengan desa perkotaan (wrbam). Dari analisis diskriminan
diperoleh fungsi diskriminan yang dapat digunakan untuk mengetahui variabel-
variabel penciri yang sangat  berpengaruh  dalam  membedakan  realisasi

penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan (rural)

dengan desa perkotaan (urbarn) dan menduga kelompok untuk suatu objek baru.




BAB Y

FENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari analisis diskriminan vang dilakukan, diperoleh fungsi diskriminan
vang dapat membedakan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa
antara  desa  pedesaan  {(rwal)  dengan  desa  perkotaan (urban).  vaitu:

Y = 6.134x107%%,

Berdasarkan fungsi diskriminan di atas, diperolch pendapatan ashi desa
(Xi) yang berperan sebagai variabel penciri vang membedakan  realisasi
penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antara desa pedesaan {(rural)
dengan desa perkotaan (urban). Jadi, sualu desa dapat dikelompokkan menjadi
desa pedesaan (rural) jika pendapatan asli desanva  lebih besar  dari
Rp208.509.944 dan desa perkotaan (rrban) jika pendapatan asli desanva lebily
kecil atau sama dengan Rp 208.509.944, Berdasarkan nilai bir ratio, vaitu 72.37%
maka dapat disimpulkan bahwa fungsi diskriminan vang dibentuk dianggap lavak
untuk membedakan realisasi penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Desa antars
desa pedesaan (rural) dengan desa perkotaan (erhenr) dan menduga kelompok

untuk suatu desa di 38 kabupaten se-Sumatera,
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